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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat 

menarik beberapa kesimpulan, yakni: 

1. Bahwa sistem perparkiran di Kota Gorontalo belum sepunuhnya efektif 

yang dibuktikan masih banyaknya keluhan masyarakat terhadap parkir, 

mulai dari tidak profesionalnya petugas parkir hingga ketentuan tarif parkir 

yang membingungkan. 

2. Dalam aspek-aspek tertentu, Perda Parkir belum mengatur secara spesifik 

tentang pengaturan parkir pada hari-hari atau moment-moment tertentu 

seperti pada bulan Ramadhan yang dikenal dengan pasar senggol yang 

belum diatur secara khusus sehingga sering dikeluhkan oleh masyarakat 

karena tarif parkir yang langsung naik seratus kali lipat dari biasanya. 

3.  persoalantidak memiliki ketentuan tarif ya yang pemungutan tarif retribusi 

parkir kepada para juru parkir dilakukan dengan cara mendatangi para juru 

parkir di kawasan perparkiran mereka masing-masing. Ini dilakukan agar 

pelaksanaan retribusi parkir terkoordinir dengan baik agar para juru parkir 

tidak perlu mendatangi kantor untuk menyerahkan penghasilan mereka dan 

memastikan bahwa tidak ada juru parkir yang tidak menyerahkan 

penghasilanya dari retribusi tersebut. 
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Guna memudahkan para kolektor dalam melakukan pemungutan retribusi 

maka Kepala Bagian Perparkiran Kota Gorontalo membagi personilnya 

sesuai dengan wilayah perparkiran yang telah ditentukan kepada setiap 

kolektor. Ini dilakukan agar kolektor mengetahui dengan jelas wilayah dan 

kawasan perparkiran yang dimana akan dilakukan penagihan retribusi 

parkir. Sehingga para kolektor mengetahui dengan jelas bahwa seluruh juru 

parkir di Kota Gorontalo telah memberikan retribusi parkir kepada 

Kolektor. 

4. Bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam menanggulangi parkir liar 

pada Dinas Perhubungan Kota Gorontalo, dimana terdapat beberapa 

narasumber yang masih mengeluh tentang kenyamanan dan keterbukaan, 

dan kepastian biaya parkir. Dalam hal ini, sebaiknya Dinas Perhubungan 

Kota Gorontalo lebih transparan mengenai biaya yang harus dikeluarkan 

setelah menggunakan jasa parkir sehingga dapat meminimalisir hambatan 

dalam proses pelayanan.  

5.2 Saran 

Setelah melakukan penelitian dalam penulisan karya tulis ini beberapa saran 

yang dapat penulis berikan antara Lain: 

1. Bahwa proses perencanaan, untuk memperoleh data yang akurat mengenai 

kawasan-kawasan perparkiran liar yang sebenarnya harus intensif 

dilakukan pendataan terutama kawasan parkir liar dan juru parkir liar yang 

tidak memiliki legalitas dari Kepala Bagian Perparkiran Kota Gorontalo. 
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2. Bahwa Kepada kolektor/petugas pemungutan retribusi agar dapat 

melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh rasa tanggungjawab serta 

sesuai dengan aturan-aturan yang ada sehingga tidak ada keluhan dari juru 

parker, maunpun masyarakat pemilik kendaraan. 

3. Dinas Perhubungan dan instansi lain yang berwenang seperti Dinas 

Pendapatan dan aset Daerah (DPPKAD) dapat mengintensifkan koordinasi 

sehingga mampu menemukan formula baru bagi pengaturan parkir bagi 

peningkatan pendapatan daerah melalui retribusi parkir.  

4. Dinas Perhubungan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang lebih 

progresif terhadap terbitnya Peraturan Pemerintah Kota yang mengatur 

perparkiran sehingga dapat diperoleh diregulasi tentang parkir yang tidak 

merugikan masyarakat disisi yang lain dan mampu mendongkrak 

peningkatan Pendapatan daerah melalui retribusi parkir.  

5. Aspek yang paling krusial dan mendesak adalah segera diterbitkannya 

peraturan yang mengikat kepada petugas parkir untuk menggunakan 

seragam petugas parkir, identitas petugas yang jelas dan kejelasan tarif 

untuk memperkecil ruang gerak oknum-oknum tertentu yang mengambil 

keuntungan pribadi dari keberadaan tarif parkir di Kota Gorontalo. Hal ini 

sekaligus sebagai upaya melindungi masyarakat agar tidak dirugikan.  

6. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat dapat lebih proaktif 

menyuarakan kepentingan masyarakat dengan meningkatkan pengawasan 

terhadap kinerja eksekutuif dalam hal perparkiran di Kota Gorontalo 
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sekaligus memberikan secercah pemikiran-pemikiran yang progresif 

sebagai solusi penangangan perparkiran di Kota Gorontalo.  

7. Kepada masyarakat hendaknya lebih kritis dalam menggunakan parkir, 

proaktif jika mendapati perlakuan yang tidak wajar dan menyalahi aturan 

perparkiran agar pengambil kebijakan segera melakukan tindakan-tindakan 

pencegahan agar segala bentuk penyimpangan, pelanggaran dan 

penyelewenangan oknum-oknum petugas parkir dapat dicegah di masa 

mendatang.  
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